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ABSTRAK

Aisyah Wulandari : Implementasi Pengenaan dan Pemotongan
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan Cabang Padang.

NIM : 21233014
Dosen Pembimbing :  Abel Tasman, S.E., M.M.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengenaan
dan pemotongan PPh Pasal 23 pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang
yang akan dikonfirmasi dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Bentuk penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan jenis
penelitian observasi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data
melalui dokumentasi dan wawancara dengan melakukan wawancara kepada
penata madya keuangan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan Cabang Padang. Data yang diteliti berupa Pajak Penghasilan
(PPH) Pasal 23 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan Cabang Padang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padang
telah menerapkan pengenaan dan pemotongan sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021.

Kata Kunci: Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 23.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Soemitro (2016:18), “Pajak adalah kewajiban yang harus
dibayar kepada negara oleh individu atau badan usaha sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang, tanpa menerima balasan langsung.” Pajak digunakan untuk
berbagai kepentingan negara dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan
rakyat. Pembayaran pajak mencerminkan tanggung jawab kenegaraan dan
partisipasi Wajib Pajak dalam mendukung pembiayaan negara serta
pembangunan nasional. Peran pajak dalam pendapatan negara terlihat dalam

struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pajak selalu menjadi sumber pendapatan yang penting bagi negara
karena sebagian besar pendapatan negara diperoleh dari pajak. Pajak juga
merupakan elemen vital dalam pendapatan dan penerimaan negara yang perlu
terus ditingkatkan. Salah satu jenis pajak yang berperan besar dalam

pendapatan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak penghasilan dikenakan kepada Subjek Pajak atas penghasilan
yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Contoh dari Pajak
Penghasilan ini salah satunya adalah PPh Pasal 23, yang dikenakan pada
penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha
Tetap dari modal, jasa, atau kegiatan lainnya, yang belum dipotong pajak
sesuai dengan ketentuan dalam PPh Pasal 21. Jenis penghasilan ini biasanya

timbul dari transaksi antara dua pihak, di mana pihak yang menerima



penghasilan atau penyedia jasa akan dikenakan PPh Pasal 23. Pihak yang
memberikan penghasilan atau membeli jasa akan memotong dan melaporkan
PPh Pasal 23 kepada Kantor Pelayanan Pajak. Selain itu, pemotongan PPh
Pasal 23 memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak yang telah dipotong

tersebut ke kas negara.

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan, maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang
dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga diharapkan
para Wajib Pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan
dalam proses perpajakan. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang adalah
sebuah lembaga Jaminan Sosial yang memiliki tanggung jawab terkait dengan
perpajakan, termasuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan
ketentuan dalam Undang—undang No. 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang

PPh Pasal 23.

Sesuai dengan Undang-undang PPh dan peraturan pelaksanaannya
yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat
Jenderal Pajak pada tahun 2013, yang menyatakan bahwa “Atas penghasilan
tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan,
disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan
pemerintahan, Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, penyelenggaraan kegiatan,
bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang berwajib membayarkan

minimal sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto atau dividen, bunga,



royalty dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah

dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.”

Menurut Soemitro (2016:20), “Pemotongan PPh Pasal 23
menggunakan sistem With Holding System, yaitu metode pemungutan pajak,
di mana pihak ketiga yang ditunjuk bertanggung jawab untuk menentukan
jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak (WP) sesuai dengan
peraturan perpajakan yang berlaku.” Dalam sistem ini, maka pihak ketiga
memiliki tanggung jawab untuk menghilang, memotong, dan melaporkan PPh
Pasal 23. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesalahan yang dapat merugikan
Wajib Pajak, seperti: sanksi dari kantor pajak, serta menghindari kerugian bagi
negara akibat penurunan penerimaan pajak. Hal ini mencegah untuk terjadinya
kesalahan kegiatan operasional kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

setiap bulannya.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang menghitung, membayar, dan
melaporkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak, termasuk kewajiban PPh
Pasal 23 yang dipungut dari kegiatan transaksi, yaitu pihak yang menerima
penghasilan (penjualan atau pemberian jasa) dan pemberi penghasilan dalam
hal ini kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang. Berikut ini adalah data
tabel yang dilampirkan secara singkat untuk menjelaskan PPh 23 apa saja yang

dipotong langsung dan yang tidak dipotongkan langsung:



Tabel 1. Jasa yang Dipotong Langsung PPh Pasal 23 dan yang Tidak
Dipotong Langsung PPh Pasal 23 oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Padang

No. Jasa yang Dipotong Langsung PPh | Jasa yang Dipotong

23 (Terkait) Langsung PPh 23 (Tidak
Terkait)
1 Jasa Pembuatan Souvenir Kegiatan | Jasa Kebersihan

Launching Perlindungan Jaminan | Rp. 58.000,-
(Fdan A Souvenir)

2 Jasa Perbaikan AC (Arya Teknik) Nihil
3 Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas | Nihil
(Utama Servis)
4 Jasa Publikasi Dan Dokumentasi | Nihil
(CV.C-Mir Production)
5 Jasa Cetak Spanduk (Dian Offset) Jasa Pengamanan
Rp. 58.000,-
Jumlah | 5 2

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, Tahun 2023.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, maka dapat dilihat bahwa seluruh jasa
yang dikenakan PPh Pasal 23 berkaitan langsung dengan kegiatan yang
melibatkan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang. Tabel ini menunjukkan
bahwa seluruh jasa yang memiliki kontrak dikenakan pemotongan PPh Pasal
23 tanpa ada pengecualian karena BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang
merupakan badan pemerintahan yang telah ditunjuk secara resmi oleh
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang berwenang untuk

melaporkan dan memotong PPh Pasal 23.

Pelaksanaan pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 23 saat ini masih
belum mengunakan peraturan Perundang-undangan Pajak yang berlaku.
Masalah lain yang terkait dengan PPh Pasal 23 saat ini adalah perusahaan
penerima jasa sebagai wajib pajak badan yang berwenang dalam pengenaan,

perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 mungkin mengalami



kesalahan dalam proses tersebut. Kesalahan ini biasanya disebabkan oleh
kurangnya ketelitian dari karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang,

terutama di bagian perpajakan.

Selain masalah yang disebutkan sebelumnya, ternyata masih ada
sebanyak 14 (empat belas) peserta BPJS Ketenagakerjaan yang tidak
mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Data tersebut dapat
dilihat pada lampiran. Hal ini mengakibatkan potongan pajak yang dikenakan
oleh perusahaan menjadi lebih besar. Perbedaan dalam pengenaan pajak antara
yang mencantumkan NPWP dan yang tidak mencantumkannya sering
menyebabkan kesalahan dalam penginputan oleh karyawan BPJS yang
bertanggung jawab, sehingga berdampak pada penentuan jumlah pajak yang
harus dikenakan. Hal ini diungkapkan di dalam (Pasal 23 ayat (5a) Undang-

undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperlukan penelitian lebih
lanjut mengenai: “Implementasi Pengenaan dan Pemotongan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

(BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padang.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah
dalam Tugas Akhir ini adalah: Bagaimana implementasi pengenaan dan
pemotongan PPh Pasal 23 pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang dengan

Peraturan Perpajakan yang berlaku?



C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui implementasi pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 23 pada BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Padang yang akan dikonfirmasi dengan Peraturan

Perpajakan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian dari penulisan Tugas Akhir ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
a. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu
pengetahuan, mengetahui secara mendalam dan detail serta pengalaman
penerapan mengenai Pengenaan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 23 pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan Cabang Padang, sebagai suatu penerapan teori
manajemen perpajakan yang telah dipelajari selama ini di dalam aktivitas
perkuliahan.

b. Bagi Universitas

Penulis ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan referensi
pada Universitas Negeri Padang, serta mengenai Pengenaan dan
Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang

Padang.



2. Manfaat Praktis
a. Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
Cabang Padang
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
mengenai Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 23 pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan Cabang Padang yang sesuai dengan aturan
Perundangan Perpajakan.
b. Bagi Badan Usaha
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
mengenai pentingnya pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP), agar pada saat pengenaan dan pemotongan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 23, Wajib Pajak tidak tinggi terkena pajak
pada Badan Penyelenggaraan Jaminan  Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan Cabang Padang.
c. Bagi Pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan
wawasan baru mengenai mengenai Pengenaan dan Pemotongan
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padang.
d. Bagi Penelitian Selanjutnya
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi serta

perbandingan bagi penelitian selanjutnya mengenai Pengenaan dan



Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang

Padang.



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan pada
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, maka dapat disimpulkan bahwa
penerapan pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa tenaga kerja telah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh jasa yang dikenakan PPh Pasal
23 berkaitan langsung dengan kegiatan yang melibatkan BPJS Ketenagakerjaan
karena BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan pemerintahan yang telah
ditunjuk secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga

yang berwenang untuk melaporkan dan memotong PPh Pasal 23.

B. Saran
Pelaksanaan administrasi perpajakan pada BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Padang secara umum telah berjalan dengan baik. Namun dalam
penulisan Tugas Akhir ini, penulis ingin memberikan beberapa saran secara

operasional sebagai berikut:

1. Petugas pajak di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang perlu lebih proaktif
dalam meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak Badan Perusahaan
Kena Pajak (PKP) pada Jasa Tenaga Kerja yang bekerja sama dengan BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Padang. Kemudian peserta pajak disarankan untuk
mencantumkan NPWP, agar jumlah pajak yang dikenakan tidak terlalu

besar.
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2. Diharapkan agar BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang dapat meningkatkan
sarana informasi untuk Pengusaha Kena Pajak agar memahami pentingnya
pajak, mengembangkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta
melakukan penyuluhan dan sosialisasi perpajakan.

3. Bagi penulis selanjutnya dapat membandingkan peraturan perpajakan yang
terbaru serta bisa mengambil tema tentang pajak yang lain pada kantor BPJS

Ketenagakerjaan Cabang Padang.
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